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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 66 TAHUN 2010 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010  

TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
tidak mengatur tata kelola satuan pendidikan karena 
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2009 tentang Badan Hukum Pendidikan; 

  b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal          
31 Maret 2010, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 
tentang Badan Hukum Pendidikan dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan; 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4301); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010 
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN 
PENDIDIKAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah         
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5105), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah,  di antara angka 17 dan 
angka 18 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 17A 
dan ketentuan angka 22 diubah, sehingga Pasal 1 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud 
dengan: 

1.  Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan 
kewenangan dalam penyelenggaraan sistem 
pendidikan nasional oleh Pemerintah, 
pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang 
didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan 
agar proses pendidikan dapat berlangsung 
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

2.  Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan 
pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada 
satuan atau program pendidikan pada jalur, 
jenjang, dan jenis pendidikan agar proses 
pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan 
tujuan pendidikan nasional. 

3.  Pendidikan . . . 
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3.  Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya 
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak 
lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang 
dilakukan melalui pemberian rangsangan 
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani dan rohani agar anak 
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 
lebih lanjut. 

4.  Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat 
TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan 
anak usia dini pada jalur pendidikan formal 
yang menyelenggarakan program pendidikan 
bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 
dengan 6 (enam) tahun. 

5.  Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat 
RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan 
anak usia dini pada jalur pendidikan formal 
yang menyelenggarakan program pendidikan 
dengan kekhasan agama Islam bagi anak 
berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) 
tahun. 

6.  Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang 
terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas 
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 
pendidikan tinggi. 

7.  Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan 
pada jalur pendidikan formal yang melandasi 
jenjang pendidikan menengah, yang 
diselenggarakan pada satuan pendidikan 
berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah 
Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta 
menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan 
pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah 
Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, 
atau bentuk lain yang sederajat. 

8.   Sekolah . . . 
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8.  Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, 
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan 
formal yang menyelenggarakan pendidikan 
umum pada jenjang pendidikan dasar. 

9.  Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat 
MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan 
formal dalam binaan Menteri Agama yang 
menyelenggarakan pendidikan umum dengan 
kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan 
dasar. 

10.  Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya 
disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan 
pendidikan formal yang menyelenggarakan 
pendidikan umum pada jenjang pendidikan 
dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk 
lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil 
belajar yang diakui sama atau setara SD atau 
MI. 

11.  Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya 
disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan 
pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama 
yang menyelenggarakan pendidikan umum 
dengan kekhasan agama Islam pada jenjang 
pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, 
atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan 
dari hasil belajar yang diakui sama atau setara 
SD atau MI. 

12.  Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan 
pada jalur pendidikan formal yang merupakan 
lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah 
Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah 
Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah 
Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. 

13.   Sekolah . . . 
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13.  Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya 
disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan 
pendidikan formal yang menyelenggarakan 
pendidikan umum pada jenjang pendidikan 
menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau 
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari 
hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP 
atau MTs. 

14.  Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat 
MA, adalah salah satu bentuk satuan 
pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama 
yang menyelenggarakan pendidikan umum 
dengan kekhasan agama Islam pada jenjang 
pendidikan menengah sebagai lanjutan dari 
SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau 
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau 
setara SMP atau MTs. 

15.  Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya 
disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan 
pendidikan formal yang menyelenggarakan 
pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan 
menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau 
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari 
hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP 
atau MTs. 

16.  Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya 
disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan 
pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama 
yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan 
dengan kekhasan agama Islam pada jenjang 
pendidikan menengah sebagai lanjutan dari 
SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau 
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau 
setara SMP atau MTs. 

17.   Pendidikan . . . 
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